KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR | TAHUN 2019 -
TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI PASIR BINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIR BINJAI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintah Nagari
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah
Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);

b. bahwa Wali Nagari Pasir Binjai telah menyampaikan secara resmi
Peraturan Nagari Pasir Binjai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintahan Nagari Tahun 2019 pada Rapat Paripurna tanggal 5
Maret 2019;

c. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah
dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b dan huruf ¢ diatas. perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai terhadap Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasir Binjai
Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan
Permusyawaratan Nagari ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang
58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik In
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang P
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5601;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 3
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran D IR
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lem
Negara Republik Indonesia Nomor 157); ‘
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M-Dm\’ans Becsuiubor Daci AnggamnPendapamn
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13- peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 Tentang pedoman .
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah ¥
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 165, -
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

14 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa pengganti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;

19. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Priortas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

20 peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata
Cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan
evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

nomor 478);

2l. peraturan Menteri Keuangan Nomor S0/PMK.07/2017 tentang
pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan
peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.07/2017(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1081);

22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir SelatanNomor 9 Tahun 2008
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
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_' Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 te

. Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Ber

: dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata =

Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2019
Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

30.

MEMUTUSKAN :

Aenetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasir Binjai Tahun
Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Pasir
Binjai;

KEDUA : Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintahan Nagari Pasir Binjai Tahun Anggaran 2019 dengan
rincian sebagai berikut ;

1. Pendapatan Nagari Rp. -
a. Pendapatan Asli Nagari Rp. 11.172.000,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.366.599.600,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 2.261.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.380.032.600,00

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Nagari Rp.  457.078.700,00
b. Bidang Pembangunan Rp.  428.017.63145
c. Bidang Pembinaan Rp. 123.486.948,63
d. Bidang Pemberdayaan Rp.  325.337.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat Rp. 5.000.000,00
dan mendesak Nagari
Jumlah Belanja Rp.  1.333.920.280,08
Surplus/Defisit Rp. 46.112.319,92

3. Pembiayaan Nagari

i a. Penerimaan pembiayaan Rp. 20.887.680,08
: b. Pengeluaraan Pembiayaan Rp. 67.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,00
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